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GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 67 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012
tentang Pangan, maka diamanatkan Pemerintah dan
Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Pangan
dan Gizi setiap 5 (lima) tahun,
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah
Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Utara Tahun
2016-2021.

b.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang2.
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421),
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700),

3.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063),

4.



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234),

5.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5360) :

6.

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang7
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5362),

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang8.
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679),
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4424),
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5680),
Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang
Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 100),
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3),



13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor
1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor

1),
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor

2 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016-2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.

4

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Peraturan Gubernur adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan

produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Gubernur
Kalimantan Utara.
Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat
RAD-PG adalah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi

Kalimantan Utara Tahun 2016-2021.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air,
baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai
makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk tambahan
pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam

proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan

minuman.

5.

6.

7.



8. Gizi pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang
terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral serta

turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan

manusia.

BAB II

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) merupakan pedoman
dalam upaya pembangunan pangan dan gizi dalam mendukung

pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2016 sampai dengan
Tahun 2021 dalam bentuk arah kebijakan, program serta kegiatan.

Pasal 3

Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum
dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
untuk melaksanakan rencana aksi daerah pangan dan gizi.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1). Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
RAD-PG.

(2). Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor

padatanggal 23 Oktober 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

TiperitaimaSi Dak Ditah Y
Nan , Agisktn Terdonorian Lan

|- In SARAMoman,
MAI Kanbangaan

Iyta iw0m, S4, MH Aafola Dio Won F
in Kok Ea Fajaoa,HA Negola tagda

doa
Litbang f

IRIANTO LAMBRIE
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GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR O' TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012

tentang Pangan, maka diamanatkan Pemerintah dan
Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Pangan
dan Gizi setiap 5 (lima) tahun,
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah
Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Utara Tahun
2016-2021.

a.

b.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang2.
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421),

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang3.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700),

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang4
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5063),



10.

11.

12.

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang5.
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234),
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5360) :

6.

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang7
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5362),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679),

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4424),
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5680),
Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang
Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 100),
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3),



13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor
1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor
1),

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor
2 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016-2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1,

2

3.

4

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Peraturan Gubernur adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan

produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Gubernur
Kalimantan Utara.

5.

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat
RAD-PG adalah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2016-2021.

6.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air,
baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai
makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk tambahan
pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam
proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan
minuman.

7.



8. Gizi pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang
terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral serta

turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan
manusia.

BAB II

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI

Pasal D

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) merupakan pedoman
dalam upaya pembangunan pangan dan gizi dalam mendukung
pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2016 sampai dengan
Tahun 2021 dalam bentuk arah kebijakan, program serta kegiatan.

Pasal 3

Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum
dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
untuk melaksanakan rencana aksi daerah pangan dan gizi.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1). Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
RAD-PG.

(2). Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 23 Oktober 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE
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GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 67 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012

tentang Pangan, maka diamanatkan Pemerintah dan
Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Pangan
dan Gizi setiap 5 (lima) tahun,
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah
Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Utara Tahun
2016-2021.

b.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang2.
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421),

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang3.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700),

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang4
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5063),



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234),

5.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5360) :

6.

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang7.
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5362),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679),

8.

. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentangN9.
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4424),
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5680),
Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang
Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 100),
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3),



13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor
1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor

1)
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor

2 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016-2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

3.

4

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Peraturan Gubernur adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan

produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Gubernur
Kalimantan Utara.

5.

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat
RAD-PG adalah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2016-2021.

6.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air,
baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai
makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk tambahan

pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam

proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan

minuman.

7.



8. Gizi pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang
terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral serta

turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan
manusia.

BAB II

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) merupakan pedoman
dalam upaya pembangunan pangan dan gizi dalam mendukung
pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2016 sampai dengan
Tahun 2021 dalam bentuk arah kebijakan, program serta kegiatan.

Pasal 3

Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum
dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
untuk melaksanakan rencana aksi daerah pangan dan gizi.

BAB IH

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1). Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
RAD-PG.

(2). Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 23 Oktober 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor

pada tanggal23 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BADRUN
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN NOMOR
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GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 67 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012

tentang Pangan, maka diamanatkan Pemerintah dan
Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Pangan
dan Gizi setiap 5 (lima) tahun,
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah
Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Utara Tahun
2016-2021.

a.

b.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang2.
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421),

| Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang3.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700),

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang4
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5063),



10.

11.

12.

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang5.
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234),
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5360) :

6.

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang7
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5362),

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang8.
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679),
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4424),
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5680),
Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang
Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 100):
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3),



13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor
1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor
1),

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor
2 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016-2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

3.

4

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Peraturan Gubernur adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan

produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Gubernur
Kalimantan Utara.
Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat
RAD-PG adalah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2016-2021.

5.

6.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air,
baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai
makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk tambahan
pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam
proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan
minuman.

7.



8. Gizi pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang
terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral serta

turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan
manusia.

BAB II

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI

Pasal 2
Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) merupakan pedoman
dalam upaya pembangunan pangan dan gizi dalam mendukung
pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2016 sampai dengan
Tahun 2021 dalam bentuk arah kebijakan, program serta kegiatan.

Pasal 3

Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum
dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4
RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
untuk melaksanakan rencana aksi daerah pangan dan gizi.

BAB HI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1). Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
RAD-PG.

(2). Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diudangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 23 Oktober 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor

pada tanggal 23 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BADRUN
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN NOMOR
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